
BUPATI IGPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR T6TAHUN 2018

,IENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMATTUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peratu ran
Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peratu ran Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah maka perlu menetapkan Peratu ran
Bupati tentang Kedudu kan, S usunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi, s€rta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hulu;

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapar Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Talun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (tcmbaran Negara

Republik lrrdonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5494);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daeratr (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali dan yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14,
Tambahan Lembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman n*omenklatur Inspektorat Daerah

Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 6 Tahun 2016 ten...ng Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Daerah lGbupaten Kapuas Hulu
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun

2018 tentatrS Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUIGN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT I(ABUPATEN
I(APUAS HULU KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah addah lGbupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarasn urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewarr perwakilan
ralcyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Selaetariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintaha:: yang menjadi kewenangan Daerah.

7, Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuae Hulu.

8. Selcetariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.

9. Inspektorat adalah Inspektorat l(abupaten Kapuas Hulu.

10. Inspektur adalah Inspelctur Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

11. Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keatrlian dan keterampilan tertentu.
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B.{B II
KEDUDUKAN, TUCAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Inspelctorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh scorang lnepcktur
yang dalam melqlsanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(21 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina
dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan T\r gas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

(3) Dalam melaksanalan tugas s€bagaimana dimakeud dalsm
Pada eyat (2), Inspektorat melaksanakan fu ngsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan ;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh E'lpati scsuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi lnspektorat Kabupaten terdiri dari
a. Inspektur;

b. Sekretariat;

c. Inspelctur Pembantu l;

d. Inspelctur Pembantu II;

e. Inspektur Pembantu III;
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f. Inspektur Pembantu IV; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sela*ariat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf b,
membawahi:

a. Sub@ian Perencanaan;

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Subbagian Administrasi dan Umum;

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f membawahi Jabatarr
Fungsional:

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan suaunan Organisasi Inspektorat scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tercantum dalam tannpiran yang, merupakan
bagian tidal terpisahlen dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Kesatu
lnspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum
dan teli:nis Inspektorat sesuai dengan kewenangan di bidang
pengaqrasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas s€bagaimana dimaksud dalam Pasal

6, Inspekttrr melaksanakan fungsi :

a. penetaF"n rencana strategis Inspektorat;

b. merumuskan keblja-kan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan ;

c. perencanaan program pengawasan;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan intemal terhadap

kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, enaluasi,

penantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
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e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan BuPati;

f. pemanteuan, pemuktahiran atas lrlaksanaan tindak lanjut

hasil pengawasan dan penyusunan laporan hasil pcngawasan;

g. pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan

perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk oeningkatan

disiplin, motivasi dan prcstrasi ke{a; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati

sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya'

Bagian Kedua
Sekretariat

Selsetariat adalah dipimpin oleh seorang Sekretarie yang

mempunyai tugas memba.ntu Inspektur dalam menyiapkan bahan

koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminietraei

serta fungsional kepada semua unsur di lingkungan lnspekiorat.

Pasal 7

Untuk melaksanal<an tugas sebagaimana maksud dalam Pasal lO,

Selcetariat melaksanakan fungsi :

a. penrusunan program kerja Sekretariat;
b. penyiapan penyusunan program ke{a lnspektorat;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rcncana dan

program kerja pengawasan ;

d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan
laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungeional
daerah;

e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis
fungsional;

f. pelalsanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat
dan perlengkapan;

g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanear tugas
Seloetariat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh lnspektur scsuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seoriang Kepala

Subbagian yang mempunyai tugas mernbantu Seknetaris dalsm
menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian

rencana/program ke{a pengawasan, menghimpun dan
raenyirapkan rancangan peraturan perundang-undangan,

kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebag€rimana dimaksud pada ayat
( I ), Subbagian Perencanaan melaksanakan fungsi:

a. penJrusunan nencana kegiatan Subbagan Percncanaan;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana/program keda
pengawasan;

c. penJrusunan anggaran Inspektorat;
d. penyiapan laporan dan statistik lnspektorat;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pengelolaan d oku mentasi h u kum ;

f, koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP

lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil

perkembangan peiaksanaan tugas S ubbagian Perencanaan;
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Seknetsris sesuai
deng,an tuga.s dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Ana.lisis dan Evaluasi

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekr,etaris dalsm
melaksanalan administrasi, inventarisasi, analisls, evejuasi,
pendokumentasian dan menyajikalt hasil pengawasan s€rta
pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan.

Pasal 9
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakeud pada ayat

(1), Subbagian Analisis dan Evaluasi melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rrencana kegiatan Subbagian fuialieis dan

Evaluasi;
b. penginventarisan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

penga.wasan;

c. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan dan tindak
lanjut hasil pengawasan ;

d. pengadministrasian dan pengevaluasian laporan haeil

pengawasan;

e. pendokumentasiar hasil pemutakhiran tindak lanju t hasil

pengawasan;

f. penyusunan laporan dan lxndokumentasian haail analisis

dan evaluasi pengawasan;

g. penyusunan statietik hasil pengawasan;

h. pemantauan, pengevaluasian dan pclaporan hasil
perkembangan pelaksanaan tugas S ubbagian Analisis dan
Evaluasi; dan

i. pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan Selsetaris scsuai
dengan tugas tlan fungsinya.

Pasal l0

(l) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh

seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu
Selaetaris dalam melaksanakan unlsan kepegawaian, tata
usaha, perlengkapan dan ru mah tangga, pengelolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verihkasi, pembukuan

dan pelaporan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tlrgas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

melaksanakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Administrasi

Umum dan Keuangan;

b. pengelolaan urLrsan tata usaha surat menyurat dan
kearsipan;

c. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan
analisis pelaporan;
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d. pengelol,aan ums&n kepegawaian, keuangan, dan

perlengkapan;

e. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pcmeriksaan

keuangan;
f. pengelolaan kearsipan <ian perpustakaan [nspektorat;
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil

perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi
Umum dan Keuangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai

dengan tugas dar fungsinya.

Bagran Keenam
Inspektur Pembantu

Pasa | 1l

(1) Inspelctur Pembantu dipimpin oleh seoriang lnspektur
Pembantu berada sebagaimana drmaksud da":am Dasal 3 ayat
(l), huruf c, huruf d, dan huruf e mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyelenggaaan Pemerintahan Daerah,
pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

(2) Untuk melaksanal€n tugas scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektorat Pembantu melaksanakan fungsi :

a. Penyusunan prograrn kerja dan perencanaan pengawass.n

di wilayah kerjanya;

b. penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan
penSawasan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan di wilayah kerjanya;

d. penga.wasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah di wtlayah ke{anya;

e. pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di
wilayah kerjanya;

f. pengawasan pengelolaan keuangan, barang/asct dan
kepegawaian;

g. pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
khusus;

h. pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (pMpRBl ;
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i. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan

data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan

pengaduan masyarakat;

j. pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan

penil,aian tugas pengawasan di wilayah ke{anya;

k, Pemeriksaan hibah, bantuan soslal, tugas pembantuan dan

dana bantuar pengawasaan ;

l. pemeriksaan terpadu dengan l{en
Kementerian/lnspektorat utama/lnspektorat tembaga

Pemerintah non kemen terian, Inspektorat provinsi, dan

leobaga pengawasan lainnya;

m. penegakan integritas di tingkungarr Pemerintah Daerah;

n. reviu rencana kerja anggaran (RK,A) dan rencana kerja
pembangunan;

o. reviu laporan keuangan;

p. reviu laporan kine{a intansi pemerintah;

q. Evaluasi Kine{a Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD}

atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten;

r. evaluasi Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah (AKI P)

perangkat daerah;

s. evaluasi sistem pengendalian internal;

t. pembinaan dan penga.wasan, serta penilaian kinerja dan
peril,aku kepada bawahan sesuai kc:er:': 'en untuk
peningkatan disiptin, motivasi dan prestrasi kerja;

u. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan

v. pelalsanaan tugas lain yang diberikan oleh lnepektur
sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Inspelctur Pembaatu dibagi atas wilayah I, wilayah Il dan
wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan
pengawasan pada Organieasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah serta desa.

(4) Penetapan lebih lanjut wilayah kerja Inspektur Pembantu
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), diatur lebih lanj ut oleh
Inspektur.
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Bagan Ketujuh
Kelompok jabatan Fu ngsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungeional

auditor, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(P2UPD) dan jabatan fungsiond lainnya yang terbagi dalam
beberapa kelompok jabatan fungsional scsuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jumlah Tenrga Fungsional ditentukan scsuai kebutuhan dan

beban ke{a.

(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undan gan .

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melalsanakan tugas pimpinan unit ke{a kelompok
tenaga fungsional wajib menerapk"an prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkup kedanya
maupun antar unit ke{a sasuai dengan tugas masing-

masing.

(21 Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorar

berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi,

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya masing-masing.

(3) Pejabat fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan

tugasnya, dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu dan

bertanggung jawab kepada lnspektu r.

(4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi
petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang ditenma oleh pimpinan un't ke{; dan
bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan

sebagai bahan memberiken p€tunjuk kepada bawahan dan
penlrusunan laporan lebih lanjut.

(6) Dalam penyampaian lapora:r kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada llatuan organisas
lain yang aacara fungsional mempunyai hubungan kcrja.

I
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BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESEI'NISASI

Pasal 14

(1) Inspektur, Sel<retaris, lnspektur Pembantu dan Kepala Sub
Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah.

l2l Inspektur adalah merupakan jabatan stru klurai esclon !l.b
dan/atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sebetaris dan Inspektur Pembantu adalah merup8l<an
jabatan struktural eselon III.a dan/atau jabatan

administrator.

(41 Kepala Subbagian adalah merupaka.n jabatan strulctura.l

eselon IV.a dan/atau jabatan pengawas.

(5) Pengisian Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur
Sipil Negara pada lnspektorat dilaksanakan seeuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat Strukural dan Pejabat Fungsional yang melakaanakan
tugas pada Inspektorat sepanjang belum ada penugasan yang

baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melakeanakan
tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan diberikan hak atas
keuangan sebagai pejabat sampai dengan adanya pcnetapan

dan/atau pengukuhan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bu pati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, Serta Tata Keda lnspelrtorat
Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas

Hulu Tatrun 2O16 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tan 22 &roler 20 13

HULU

*

45

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 23 O'tober 2o13

a7'

SEKRETARIS Frs]RAlr N KAPUAS HULU,

:

1l

lr U SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2OI8
NOMOR ,7
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR i6 TAHUN
TENTANC
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
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B
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INSPEKTUR
PEMBANTU III
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PEMBANTU IV

II
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SUBBAGIAIi
PERENCANAAN
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